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ABSTRAK 

Ada tiga penyebab perhitungan subsidi yang diperkirakan menjadi tidak transparan dan akuntabel: (i) 
belum ditetapkannya komponen biaya yang dapat diperhitungkan (allowable cost) dan tidak dapat 
diperhitungkan (non allowable cost) dalam subsidi KA, (ii) belum ditetapkannya besaran biaya penggunaan 
prasarana perkeretaapian (TAC) oleh KA kelas ekonomi, dan (iii) belum diperkenankannya KRL AC 
memperoleh subsidi. Padahal, penumpang angkutan kereta api semakin hari semakin meningkat karena 
angkutan ini mampu mengangkut penumpang secara masal dan tidak terkena macet. Dukungan yang 
diberikan Pemerintah belum mampu menentukan siapa sebenarnya penumpang yang berhak menerima 
subsidi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan besaran TAC menjadi faktor penting 
dalam perhitungan PSO kereta api kelas ekonomi. Selanjutnya, regulasi yang mengatur biaya yang dapat 
diperhitungkan dan tidak dapat diperhitungkan segera diterbitkan pada tahun 2013. Hal lainnya yang 
menjadi perhatian adalah sudah waktunya Pemerintah meniadakan KRL kelas ekonomi yang panas, gelap, 
bau dan jorok. Pemberian subsidi dialihkan ke KRL AC. 

Kata Kunci: PSO, subsidi, kereta api, tarif, APBN 

ABSTRACT 

There are three causes of the calculation of the subsidy is estimated to be non-transparent and accountable: (1) enact­
ment yet allowable cost and non-allowable costs in subsidies railways, (ii) the amount of the adoption fee not use track 
access charge railway infrastructure (TAC) by railways economy class, and (iii) not permitted to obtain subsidized AC 
electric trains (KRL). In fact, passenger rail is increasingly rising as transport is capable of carrying passengers en 
masse and not affected by traffic jams. The support given by the Government has been unable to determine who the 
passengers are eligible to receive subsidies. The results of this study indicate that the determination of the amount of the 
TAC is an important factor in the calculation of economic class trains PSO. Furthermore, regulations governing the 
fees that can be counted and can not be accounted for soon to be published in 2013. Another matter of concern is it time 
the Government abolish the economic class KRL hot, dark, smelly and dirty. Providing subsidies transferred to KRL 
AC. 
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PENDAHULUAN 

Sejak diluncurkannya Peraturan Presiden (Perpres) 
nomor 53 tahun 2012 mengenai kewajiban pelayanan 
publik (public service obligation/PSO) dan subsidi 
angkutan perintis bidang perkeretaapian, biaya 
penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara, 
serta perawatan dan pengoperasian perkeretaapian 
milik negara telah mendorong terciptanya 
penyelenggaraan keuangan negara yaitu PSO 
perkeretaapian yang transparan dan akuntabel. 
Regulasi tersebut merupakan inisiatif dari seluruh 
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pihak terkait untuk menyelesaikan masalah­
masalah yang terjadi selama ini. 

Selanjutnya, Kementerian/Lembaga terkait yang 
memiliki tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan 
amanat Presiden melakukan dan menerbitkan 
peraturan pelaksanaan terutama PSO atau 
pemberian subsidi angkutan kereta api (KA) kelas 
ekonomi. Diharapkan pada tahun 2013, perhitungan 
subsidi kereta api kelas ekonomi telah mengikuti 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
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Namun, saat disampaikannya nota keuangan dan 
rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 
(RAPBN) 2013 pada tanggal 16 Agustus 2012 dan 
sampai diputuskan menjadi APBN akhir Oktober 
2012, perhitungan subsidi (PSO) kereta api sebesar 
Rp. 804,78 miliar belum menggunakan Perpres yang 
dikemukakan di atas. Alhasil, cara dan metode 
perhitungan subsidi KA 2013 masih mengacu 
kepada surat keputusan bersama 3 menteri tahun 
1999 mengenai Pembiayaan Atas Pelayanan Umum 
Angkutan Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi, 
Pembiayaan atas Perawatan dan Pengoperasian 
Prasarana Kereta Api, serta Biaya atas Penggunaan 
Prasarana Kereta Api. 

Hal yang menarik dari kesepakatan Pemerintah 
dengan DPR terhadap belanja subsidi atau PSO 
Perkeretaapian justru turun sebesar Rp100 miliar 
dibandingkan usulan yang disampaikan oleh 
Pemerintah. Selain itu, terdapat catatan-catatan yang 
selama ini menjadi pokok permasalahan 
perhitungan subsidi atau PSO Perkeretaapian. 
Adapun catatan yang diberikan oleh Badan 
Anggaran DPR adalah perubahan parameter dan 
besaran PSO PT KAI akan dibahas oleh Komisi 
terkait. 

Metode perhitungan yang disampaikan dalam 
RAPBN 2013 dan telah ditetapkan menjadi APBN 
2013 kemungkinan besar memunculkan perdebatan 
dalam pencairan dan pertanggungjawabannya. 
Badan Pemeriksa Keuangan selaku auditor yang 
ditugaskan untuk memeriksa laporan keuangan 
PSO akan menemukan kekurangan dan kesalahan 
dalam menentukan besaran subsidi yang sesuai 
dengan kebutuhannya. Besamya pagu PSO KAI 
menjadi Rp704,8 miliar menjadi sulit untuk 
dipertanggungjawabkan. Akibat metode 
perhitungan yang belum transparan dan akuntabel, 
maka perubahan parameter dan besaran PSO KAI 
menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan 
angkutan KA khususnya KA ekonomi. 

Dampak yang dirasakan sampai saat ini (30 April 
2013) adalah belum terbitnya daftar isian 
pelaksanaan anggaran (DIP A) PSO Perkeretaapian 
dan kontrak antara Pemerintah (Direktorat Jenderal 
Perkeretaapian) dengan PT KAI tentang 
penyelenggaraan angkutan penumpang kereta api 
di Indonesia khususnya kelas ekonomi. 

Permasalahan lainnya adalah semakin 
meningkatnya pengguna kereta rel listrik (KRL) oleh 
masyarakat komuter Jabodetabek. Dalam 
praktiknya, terdapat dua jenis KRL di Jabodetabek 
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yaitu KRL kelas ekonomi yang diberikan subsidi 
(PSO) dan KRL dengan pendingin udara (air condi­
tioner) yang dikenal KRL AC dengan harga 
keekonomian atau non PSO. Kedua jenis KRL 
tersebut menjadi salah satu profit center PT KAI. 
Namun, tiket KRL kelas ekonomi berbeda jauh 
dengan tiket KRL AC. Rata-rata tiket KRL kelas 
ekonomi adalah Rp2.000 sekali jalan, sedangkan KRL 
AC adalah rata-rata Rp8.000 sekali jalan. Tingginya 
perbedaan harga kedua jenis KRL tersebut, 
mengakibatkan membludaknya penumpang KRL 
ekonomi terutama pada jam-jam sibuk (peak hour 
atau rush hour). Padahal, kondisi beberapa sarana 
gerbong KRL ekonomi tidak layak untuk 
dioperasikan. 

Ketimpangan harga tiket KRL juga menimbulkan 
kerawanan kebocoran subsidi terutama target 
sasarannya. PSO KRL belum mampu membedakan 
penumpang yang berhak memperoleh subsidi dan 
tidak memperoleh subsidi. Penumpang yang 
mampu diperkenankan membeli tiket KRL ekonomi 
sepanjang mau berdesak-desakan dan kepanasan. 
Dalam kenyataannya, penumpang seringkali 
memanfaatkan kelemahan sistem tiket dengan 
membeli tiket KRL ekonomi, tetapi naik KRL AC. 
Dengan demikian, penumpang tersebut membayar 
tiket dengan harga subsidi, tetapi memperoleh 
layanan yang memuaskan. Sistem tiket manual dan 
tidak sterilnya stasiun juga ikut menyebabkan 
penumpang yang tidak berhak dan pedagang ilegal 
bebas berkeliaran di stasiun dan kereta. Hal inilah 
yang mengakibatkan tetjadinya ketidakadilan dalam 
menggunakan KRL PSO dan non PSO. 

Berkaitan dengan yang dikemukakan di atas, 
beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam 
perhitungan subsidi KA sampai penulisan makalah 
ini, antara lain: (i) belum ditetapkannya metode 
perhitungan subsidi (PSO) KA kelas ekonomi 
sebagai pijakan utama penyusunan besaran subsidi, 
(ii) belum ditetapkannya besaran biaya penggunaan 
prasarana perkeretaapian (track access charge/TAC) 
terhadap KA kelas ekonomi, dan (iii) bolehkah KRL 
AC diberikan subsidi?. Rumusan masalah dalam 
artikel ini adalah bagaimana mewujudkan metode 
perhitungan subsidi (PSO) KA sesuai dengan amanat 
Perpres 53 tahun 2012. Tujuan dari penulisan artikel 
ini adalah menganalisis komponen biaya dan 
memformulasikan biaya pokok penyediaan (BPP) 
PSO KA kelas ekonomi. Hasil perhitungan 
diharapkan sebagai bahan masukan dalam 
penentuan perhitungan subsidi KA untuk APBN 
Perubahan 2013. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Agunan dan Didik (2004) tingginya 
perbedaan harga barang dan jasa yang dijual ke 
pasar menyebabkan Pemerintah campur tangan 
melalui subsidi. Subsidi adalah transfer dana dari 
Pemerintah ke target sasaran biasanya masyarakat 
yang membutuhkan yaitu produsen dan konsumen. 
PSO (DJA, Kemenkeu, 2007) adalah biaya yang harus 
dikeluarkan oleh negara akibat disparitas/ 
perbedaan harga pokok penjualan BUMN / swasta 
dengan harga atas produk/jasa tertentu yang 
ditetapkan oleh Pemerintah agar pelayanan produk/ 
jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian 
besar masyarakat (publik). PSO dan subsidi adalah 
memiliki tujuan untuk meringankan beban 
masyarakat. 

Agunan (2011 ), selama ini, pemberian Subsidi (PSO) 
yang diberikan kepada penumpang KA kelas 
ekonomi melalui PT KAI sering merugikan PT KAI. 
Hal terse but terbukti dari terlambatnya kontrak PSO 
yang baru dilaksanakan pertengahan triwulan 
kedua. Hal ini kerap berlangsung sejak PSO 
diberikan tahun 1999 dan terulang pada tahun 2012 
serta kemungkinan terulang lagi pada tahun 2013. 

Pembiayaan PSO KA kelas ekonomi dimulai dari 
surat keputusan bersama tiga Menteri yaitu Menteri 
Perhubungan, Menteri Keuangan dan Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 1999. 
Selanjutnya, surat keputusan bersama dijabarkan 
mengenai metode perhitungan dan penyusunan 
PSO KA kelas ekonomi melalui keputusan bersama 
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur 
Jenderal Anggaran dan Deputi Kepala Bappenas 
Bidang Prasarana. 

Metode perhitungan dan penyusunan PSO KA kelas 
ekonomi berdasarkan kriteria dan tolok ukur yang 
ditetapkan antara lain: tingkat okupansi sebesar 90 
persen, penyusutan sarana, pemeliharaan sarana, 
pelumas, penggunaan BBM, biaya pegawai, biaya 
penggunaan prasarana (TAC), biaya stasiun, dan 
biaya umum. 

Selanjutnya, metode perhitungan PSO KA kelas 
ekonomi di atas telah disempurnakan dengan 
Peraturan Menteri Perhubungan (KM) nomor 38 
tahun 2010. Adapun komponen biaya dan formulasi 
perhitungan PSO sebagai berikut: (i) Modal 
(penyusutan aset sarana, bunga modal dan sewa), 
(ii) Biaya operasi (biaya langsung tetap, biaya 
langsung tidak tetap, biaya tidak langsung tetap dan 
biaya tidak langsung tidak tetap), (iii) Biaya 
perawatan sarana, (iv) Keuntungan, dan (v) Tarif. 
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Biaya langsung tetap diperoleh dari biaya pegawai 
awak sarana KA, biaya penggunaan prasarana KA 
dan asuransi. 

Biaya langsung tidak tetap terdiri dari penggunaan 
BBM, listrik aliran atas, air bersih, on train cleaning, cucian 
sarana harian-bulanan-salonisasi, penggunaan 
pelumas, dan tunjangan kerja operasional awak sarana 
KA. Biaya pegawai non awak KA merupakan biaya 
pegawai non awak KA, tunjangan kerja operasional, 
biaya penyusutan prasarana milik PT KAI. Biaya tidak 
langsung tidak tetap adalah biaya pemasaran, biaya 
penelitian dan pengembangan, biaya pengembangan 
SDM. Tingkat okupansi yang digunakan dalam 
perhitungan PSO berdasarkan KM 38 tahun 2010 
adalah 70 persen. 

Tidak sampai satu tahun, KM 38 tahun 2010 
dilakukan revisi terhadap beberapa hal yang terkait 
dengan komponen perhitungan biaya PSO. 
Peraturan Menteri (PM) nomor 34 tahun 2011 
menambahkan margin yang ditetapkan atas jasa 
angkutan kereta api kelas ekonomi sebesar 8 persen. 
PM 34 tahun 2011 tidak melakukan perubahan 
mendasar terhadap komponen biaya. Adapun 
komponen biaya yang dihitung dalam penyusunan 
PSO menjadi ringkas yaitu: (i) Modal, (ii) Biaya 
operasi, (iii) Biaya perawatan, (iv) Keuntungan dan 
(v) Tarif. Perbedaan yang mencolok ad al ah 
perhitungan tarif dasar. Tarif dasar yang dikenakan 
pada KM 38 tahun 2010 adalah ( (100 persen + 
keuntungan) x biaya pokok)) x indeks konversi: load 
factor x kapasitas x jarak tempuh, sedangkan PM 34 
tahun 2011 tarif dasar diperoleh dari adalah (100 
persen + keuntungan) x biaya pokok : load factor x 
kapasitas x jarak tempuh. 

Indeks konversi adalah tingkat besaran biaya pokok 
berdasarkan kelas pelayanan. Biaya pokok adalah 
penjumlahan dari modal, biaya operasi dan biaya 
perawatan/ perbaikan. Untuk ketigakalinya regulasi 
yang mengatur komponen biaya dan tarif untuk 
perhitungan PSO mengalami perubahan melalui 
Peraturan Menteri Perhubungan nomor 28 tahun 
2012. Komponen biaya dan formulasi perhitungan 
PSO KA berdasarkan PM nomor 28 tahun 2012 
adalah sebagai berikut: (i) Modal, (ii) Biaya Operasi, 
(iii) Biaya Perawatan Sarana, (iv) Keuntungan dan 
(v) Tarif. Modal diperhitungkan dari (i) penyusutan 
aset tetap sarana perkeretaapian, (ii) bunga modal, 
dan (iii) sewa guna usaha. 

Perubahan yang dilakukan dalam PM 28 tahun 2012 
adalah tingkat okupansi yang sebelumnya 
diperhitungkan 70 persen untuk KA kelas ekonomi 
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naik menjadi 90 persen. Dalam metodologi akan 
dijelaskan komponen biaya dan metode perhitungan 
untuk PSO KA kelas ekonomi berdasarkan 
peraturan terkini. 

Dalam perhitungan PSO KA kelas ekonomi, biaya 
operasi merupakan komponen biaya yang paling 
banyak diperhitungkan yaitu (i) biaya langsung 
tetap, (ii) biaya langsung tidak tetap, (iii) biaya tidak 
langsung tetap, dan (iv) biaya tidak langsung tidak 
tetap. Biaya perawatan sarana antara lain kereta, 
kereta rel listrik (KRL), lokomotif/kereta rel diesel 
(KRD), rumus lok dan rumus genset. Sedangkan tarif 
adalah tarif dasar dan tarif jarak. Pada saat PSO KA 
2013 diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
parameter biaya pokok produksi (BPP) yang 
digunakan Kementerian Perhubungan dapat dilihat 
pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Parameter Perhitungan BPP Perkeretaapian 
No. Bem!llBiaya IOnnilasi l'erhitu1lJID 

A Biaya Operasi Largsung Standar Pemakaian per J eris 5rrana 

1. BBM O,oo74 liter I GIKl\.1 

• lol<vnutif 2.5 liter / km 
• KRD o,a; kWh I GIKM 
• KRL(LAA) 

2 Pelurras O.ffi/ liter I km 

3. Aw.ikKA Awak KA x Jam 0-ang x Tarif per Jam 
Oang 

4. Perawatan 5rrana Pe-hitungan sesuai dergan Perrrenhub 

• lol<vnutif I KID I KRL rom:r Plvt 28 tahun 2D12. 14 Agustus 
• Kereta ~ 

5. ~an5rrana Hstoriral Ca;t 

• lol<vnutif I KID I KRL Unur Ekmanis 30 Tahun 
• Kereta Unur Eloncmis 30Tahun 

B Biaya Operasi Tl:lak Lmgsurg TACperGIKMx GIKM 
1. BiayaTAC Biaya per KM-KA x KMKA 
2 Biaya Stasiun, Nm Awak KA, 

Biaya U= 

Tabel 2. PSO KA Tahun 2013 
No Nama Relasi Jarak Tarif Trip Frekuensi 

KA (KM) Dasar Per 
Tahun 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Jarak 
Jauh 

2. Jarak 

Sedang 

3. Jarak 
Dekat 

4. KRD 

5. KRL 

6. KA 
Lebaran 

Ket. 

Agunan (2012), bila KRL AC diberikan subsidi oleh 
Pemerintah, dampaknya positif terhadap penurunan 
subsidi BBM. Adapun penurunan subsidi BBM 
akibat KRL AC disubsidi adalah Rp453 miliar tahun 
2013. Penurunan ini disebabkan adanya peralihan 
penggunaan kendaraan bermotor baik roda dua 
maupun roda empat ke angkutan KRL AC. Namun, 
pemberian subsidi pada KRL AC harus dibarengi 
dengan kenyamanan, keamanan dan keselamatan 
sarananya. 

METODOLOGI 

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, 
perhitungan tarif angkutan KA kelas ekonomi 
diperoleh dari perhitungan modal, biaya operasi, 
biaya perawatan dan keuntungan. Berdasarkan 
perhitungan tersebut akan diperoleh besaran tarif 
dasar dan tarif jarak sesuai dengan relasi yang 
ditetapkan oleh PT KAI. Tarif yang diusulkan PT 
KAI merupakan tarif keekonomian. Tarif yang 
ditentukan oleh PT KAI selanjutnya diusulkan ke 
Pemerintah untuk dapat ditetapkan tarif yang 
terjangkau oleh masyarakat. Dengan demikian, 
selisih antara tarif yang diusulkan PT KAI dengan 
tarif yang ditetapkan Pemerintah menjadi bantuan 
Pemerintah atau subsidi. Secara sederhana metode 
perhitungan subsidi KA kelas ekonomi adalah 
Subsidi = tarif - tarifka. 

pem l 

tarifpem = tarif yang ditetapkan Pemerintah 

tarifkai = tarif yang diusulkan oleh PT KAI (BPP + 
margin) 

BPP = biaya pokok penjualan (rp/penumpang) 

Tarif Tarif Yang Selisih Jml Jml 
Keekonomian Ditetapkan Tarif Pen um pang PSO 

Pemerintah 

(8) (9) (10) (11) (12) 

(5) Tarif dasar = Rp / km, (8) Tarif keekonomian = (4) x (5), (9) Tarif yang ditetapkan Pemerintah berdasarkan 
PM43/2012 

(10) Selisih tarif = (8) - (9), (12) = (6) x (7) x (10) x (11) x tingkat okupansi 90% 
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Dalam praktiknya, tarif yang diusulkan oleh PT KAI 
belum tentu disetujui oleh Pemerintah. Tarif tersebut 
akan dievaluasi berdasarkan PM 28 tahun 2012. 
Biasanya, tarif yang disetujui oleh Pemerintah lebih 
rendah dibandingkan usulan PT KAI. Adapun 
struktur biaya biaya PSO KA kelas ekonomi tahun 
2013 berdasarkan modifikasi PM 28 tahun 2012 dapat 
dilihat pada tabel 2. Besaran subsidi PSO KA kelas 
ekonomi diperoleh dari yang ditetapkan Pemerintah 
dikurangi tarif keekonomian (usulan PT KAI). 

Relasi (trayek) KA jarak jauh antara lain Logawa, 
Kertajaya, Brantas dan lain-lain. Relasi KA jarak 
sedang antara lain Tawangjaya, Serayu, Kutojaya, 
dan lain-lain. Relasi KA jarak dekat antara lain Banten 
Ekspres, Cepat Purwakarta, Tumapel, dan lain-lain. 
KRD antara lain KRD Kaliagung, Seminung, Seruni 
dan lain-lain. Relasi KRL antara lain Jakarta-Bogar, 
Jakarta-Depok, Bekasi-Jakarta, Tanah Abang­
Serpong, dan lain-lain. 

Tarif keekonomian yang dihitung dalam simulasi 
ini merupakan perkalian tarif dasar dengan jarak 
masing-masing relasi yang telah ditetapkan. Nilai 
tarif dasar diperoleh dari BPP ditambah margin 
dibagi kapasitas penumpang dikali jarak tempuh 
relasi dikali TAC yang telah ditentukan besarannya. 
Selisih tarif dapat diketahui dengan mengurangi tarif 
yang ditentukan Pemerintah dengan tarif 
keekonomian oleh PT KAI. Adapun tarif yang 
ditentukan Pemerintah dapat berubah sesuai dengan 
kondisi ekonomi. Sedangkan tarif keekonomian 
akan mengalarni perubahan setiap tahunnya karena 
inflasi, naiknya gaji pegawai, biaya impor dan lain­
lain. 

Jumlah PSO (subsidi) masing-masing relasi dapat 
diketahui dari perkalian trip dengan frekuensi per 
tahun, selisih tarif, jumlah penumpang dalam satu 
rangkaian kereta dan tingkat okupansi yang 
ditentukan yaitu 90 persen. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penyusunan komponen biaya yang 
ditetapkan PM 28 tahun 2012 telah menyesuaikan 
kondisi perkeretaapian seperti tingkat okupansi 
yang sebelumnya 70 persen menjadi 90 persen. Hal 
ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin 
banyak yang menggunakan moda angkutan kereta 
api terutama kereta rel listrik (KRL) di perkotaan 
Jabodetabek. 

Hal yang menarik ditemukan dalam perhitungan 
PSO KA kelas ekonomi adalah Ditjen Perkeretaapian 
tidak selalu sama dalam menghitung biaya pokok 
penyediaan KA kelas ekonomi seperti yang 
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diinginkan PT KAI. Salah satu masalah yang masih 
menggantung dalam penyusunan besaran PSO 
adalah penetapan besaran biaya penggunaan 
prasarana (TAC) perkeretaapian milik negara. 
Sampai saat ini, penentuan besaran tarif TAC belum 
memiliki standar yang baku seperti yang telah 
dilakukan beberapa negara seperti Jepang dan 
Inggris. 

Akhirnya, penetapan TAC disamakan (set off) 
dengan biaya perawatan prasarana perkeretaapian 
(IMO) milik negara. Cara perhitungan TAC seperti 
ini sangat merugikan PT KAI. Seolah-olah PT KAI 
telah membayar TAC ke Pemerintah dengan 
membebankan pada biaya operasi yaitu biaya 
langsung tetap untuk penggunaan prasarana KA. 
Disisi lain, Pemerintah menitipkan biaya perawatan 
prasarana perkeretaapian ke PT KAI sebesar TAC 
(set off). Secara riil, tidak terjadi transaksi antara PT 
KAI dengan Pemerintah terhadap TAC. 

A. Hasil Simulasi 1 
Parameter yang digunakan dalam simulasi 1 
hampir sama dengan yang digunakan oleh 
Kementerian Perhubungan, tetapi ada perbedaan 
yang mendasar untuk menetapkan TAC. TAC yang 
ditetapkan oleh Kemenhub 2013 sama dengan IMO 
yaitu Rpl,71 triliun. Usulan yang disampaikan oleh 
Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian 
Perhubungan ke Direktorat Jenderal Anggaran, 
Kementerian Keuangan tentang biaya perawatan 
dan pengoperasian perkeretaapian pada R APBN 
P 2013 sebesar Rpl,71 triliun. 

Dengan demikian, TAC yang dikenakan saat ini 
tidak membedakan KA yang memperoleh subsidi 
dan non subsidi. Simulasi 1 memperhitungkan 
besaran TAC KA sebesar 10 persen dari pendapatan 
usaha PT KAI. Pendapatan usaha PT KAI diperoleh 
dari pendapatan yang berasal dari penjualan tiket 
angkutan penumpang dan jasa angkutan barang. 
TAC tersebut dikonversi untuk memudahkan 
perhitungan setiap relasi KA yang memperoleh 
subsidi dengan koefisien sebesar 0,4328. 

Perbedaan kedua adalah perhitungan simulasi 1 
telah memasukkan komponen biaya yang tidak 
dapat diperhitungkan dalam pemberian subsidi KA 
kelas ekonomi. Perbedaan terakhir adalah simulasi 
1 telah memasukkan angkutan lebaran 2013. Lebaran 
2013 diperkirakan mengalami kondisi yang sama 
dengan tahun 2011 dan 2012. 

Perhitungan TAC sebesar 10 persen atau koefisien 
0,4328 berdasarkan referensi dari beberapa negara 
yang menetapkan TAC dengan menggunakan 
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faktor pembebanan fixed charges ditambah dengan 
variable charge terhadap penggunaan prasarana 
perkeretaapian. Norwegia, Swedia dan Belanda 
(European Conference of Ministers of Transport, 2005) 
yang menetapkan TAC dibawah 10 persen dari 
bebanIMO. 

Adapun biaya-biaya yang termasuk sebagai non al­
lowable cost adalah: (i) Biaya pegawai yaitu biaya 
rekreasi, kesenian dan olahraga, (ii) Biaya 
pemeliharaan dan suku cadang yaitu pemeliharaan 
perumahan karyawan non PSO, pemeliharaan hous­
ing-equipment karyawan non PSO, pemeliharaan 
sarana perkeretaapian non PSO, dan pemeliharaan 
lingkungan dan pertamanan non stasiun, dan (iii) 
Biaya administrasi umum, yaitu biaya majalah dan 
koran, biaya bina wilayah, biaya manajemen, biaya 
bantuan pemilikan rumah karyawan, biaya kerja 
praktik/ magang, biaya keanggotaan perkumpulan, 
biaya perayaan, bantuan pembinaan di luar dinas, 
bantuan biaya perkawinan dan uang duka, biaya 
kerugian piutang, biaya administrasi umum, 
penyusutan perumahan karyawan non PSO dan 
penyusutan peralatan/inventaris rumah dinas 
karyawan non PSO. 

Hasil perhitungan simulasi 1 untuk PSO KA kelas 
ekonomi jarak jauh sebesar Rp122,86 miliar. 
Perhitungan subsidi (PSO) untuk KA jarak jauh 
dimasukkan dalam satu kelompok relasi atau lintas 
menjadi trip. Total perjalanan KA kelas ekonomi 
jarak jauh sebanyak 11 trip setiap hari dengan 22 
frekuensi. Subsidi (PSO) untuk KA kelas ekonomi 
jarak sedang berdasarkan simulasi 1 sebesar Rp97,48 
miliar. Trip KA kelas ekonomi jarak sedang lebih 
sedikit dibandingkan trip jarak jauh. Adapun 
jumlah trip jarak sedang sebanyak 9 dan 24 
frekuensi. Subsidi yang diberikan ke KA kelas 
ekonomi jarak dekat tahun 2013 sebesar Rp146,67 
miliar dengan total 28 trip dan 99 frekuensi. Subsidi 
kereta diesel (KRD) sebesar Rpl8,06 miliar untuk 9 
trip dan 40 frekuensi. 

Subsidi untuk KRL kelas ekonomi relatif rendah 
yaitu Rp42,18 miliar dengan 23 trip dan 231 
frekuensi. Rendahnya perhitungan subsidi 
disebabkan gerbong atau kereta usianya sudah uzur. 
Berdasarkan survei lapang, banyak ditemukan KRL 
pembuatannya rata-rata dibawah tahun 1980. 
Dengan demikian, biaya modal untuk penyusutan 
aset tetap sarana perkeretaapian tidak dapat 
diperhitungkan dalam subsidi. Adanya peningkatan 
frekwensi pada saat hari raya lebaran, maka subsidi 
KA kelas ekonomi untuk jarak jauh dan jarak sedang 
diperhitungkan sebesar Rp2,07 miliar dengan 7 trip 
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dan 14 frekuensi . Secara rinci, hasil perhitungan 
simulasi 1 dapat dilihat pada lampiran 1 (tabel 1 -
tabel 6) pada artikel ini. 

B. Hasil Simulasi 2 

Parameter yang digunakan dalam perhitungan 
simulasi 2 hampir sama dengan simulasi 1. 
Perbedaan yang mencolok adalah meniadakan KRL 
kelas ekonomi untuk dioperasikan di kawasan 
Jabodetabek. Fakta lapang menunjukkan KRL kelas 
ekonomi jauh dari kenyamanan dan keselamatan. 
Hampir semua KRL kelas ekonomi tidak layak 
dioperasikan. KRL tersebut selain panas juga gelap, 
jorok dan bau. Pintu gerbong sering tidak dapat 
ditutup saat KRL berjalan. Selain itu, KRL kelas 
ekonomi sering mengalami gangguan seperti mogok 
ditengah jalan. 

Dalam simulasi ini, KRL yang tersedia adalah KRL 
yang memiliki pendingin ruangan (air conditioner) atau 
KRL AC. Tarif yang dikenakan adalah tarif 
keekonomian atau yang berlaku pada KRL non PSO. 
Subsidi tetap diberikan ke seluruh penumpang dengan 
menggunakan metode perhitungan berdasarkan PM 
28 tahun 2012. Tidak dapat dipungkiri, sistem tiketyang 
berlaku saat ini tidak bisa membedakan penumpang 
yang disubsidi atau non subsidi. Simulasi 2 dengan 
meniadakan KRL kelas ekonomi merupakan langkah 
terobosan untuk meningkatkan pelayanan 
penumpang yaitu keselamatan dan kenyamanan. 

Konsekuensi pemberian subsidi KRL AC adalah 
meningkatnya besaran subsidi yang diberikan 
kepada penumpang 2013. Namun, hal ini justru akan 
menguntungkan Pemerintah dalam beberapa hal. 
Manfaat yang diperoleh Pemerintah dengan 
semakin banyak pengguna kendaraan bermotor ke 
angkutan KRL AC akan mengurangi konsumsi BBM 
bersubsidi dan kemacetan lalu lintas. 

Hal yang perlu dicermati adalah Undang-undang 
nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian dalam 
pasal 153 ayat 1 yang menyatakan untuk pelayanan 
kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan yang 
ditetapkan oleh Pemerintah a tau Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) 
huruf a lebih rendah daripada tarif yang dihitung 
oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian 
berdasarkan pedoman penetapan tarif yang 
ditetapkan oleh Pemerintah, selisihnya menjadi 
tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik. 

Bentuk kewajiban pelayanan publik (PSO) yang 
disyaratkan dalam undang-undang adalah 
pelayanan angkutan kereta api kelas ekonomi. Hal 
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ini disebabkan tarif angkutan kereta api kelas 
ekonomi ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun tarif 
angkutan kereta api kelas ekonomi yang diterbitkan 
terkini adalah Peraturan Menteri nomor 43 tahun 
2012 tentang tarif angkutan orang dengan kereta api 
kelas ekonomi. 

Hasil perhitungan subsidi untuk KRL sebesar 
Rp143,27 miliar. Jumlah trip dan frekuensi 
diasumsikan sama dengan simulasi 1. Hasil 
perhitungan subsidi KRL pada simulasi 2 jauh lebih 
besar dibandingkan simulasi 1 yaitu sekitar RplOO 
miliar. Namun, hampir sama dengan perhitungan 
subsidi dibandingkan perhitungan Kemenhub. 
Padahal, Kemenhub memperhitungkan subsidi 
hanya untuk KRL ekonomi. 

Besaran subsidi dalam simulasi 2 sama dengan 
simulasi 1. Subsidi KA ekonomi jarak jauh sebesar 
Rp122,86 miliar, KA ekonomi jarak sedang sebesar 
Rp97,48 miliar, KA ekonomi jarak dekat sebesar 
Rp146,67 miliar, KRD sebesar RplS,06 miliar danKA 
lebaran sebesar Rp2,07 miliar. Hasil perhitungan 
simulasi 2, terutama perhitungan dapat dilihat pada 
lampiran 2 (tabel 1). Rekapitulasi hasil perhitungan 
subsidi untuk masing-masing relasi simulasi 1, 
simulasi 2 dan usulan Kemenhub dapat dilihat pada 
tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3. PSO KA Kelas Ekonomi 2013 
No KARelasi Siml Sim2 Kemmlub 

1. 8<onomi Jarak Jauh 122.865.9&3.215 122865.9&3215 266.162 251297 

2. 8<onomi jarak 52dang 97.484.627.232 97.484.627 232 124.g,)7.482.615 

3. 8<onomi Jarak u,kat 146.672101.585 146.672101585 236.910.8W.432 

4. KRD 18.<¥>2110.355 18.<¥>2110355 35.342665.781 

5. KRL 42.177.8~.977 143.276.040.0()) 141.371.582.100 

6. KALebaran 2.<¥>7.101B9:J 2<¥>7.l 01 B9'1 -

Total 429.329.823.222 530.427.964245 !ll4.784. 78923:5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Perhitungan subsidi yang dilakukan dalam 
penelitian ini menggunakan dua simulasi. Simulasi 
pertama adalah menggunakan parameter 
komponen biaya yang dapat diperhitungkan dan 
tidak dapat diperhitungkan, penetapan besaran TAC 
yang menjadi kunci utama perhitungan biaya 
operasi pada biaya langsung tetap dan kategori relasi 
KA yang diberikan adalah KA/KRD/KRL kelas 
ekonomi. Simulasi kedua menggunakan parameter 
yang hampir sama dengan simulasi satu. 
Perbedaannya adalah simulasi dua meniadakan 
KRL kelas ekonomi dengan memberikan subsidi ke 
KRL AC. 
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Hasil perhitungan simulasi satu menunjukkan 
bahwa total subsidi (PSO) KA 2013 sebesar Rp429,32 
miliar, sedangkan simulasi dua sebesar Rp530,42 
miliar. Angka ini berbeda jauh dengan yang 
diusulkan oleh Kemenhub dalam R APBN 2013 yaitu 
Rp804,78 miliar. Ada hal yang menarik saat artikel 
ini ditulis, Badan Anggaran DPR dalam rapat 
kesepakatan Pemerintah-DPR justru menurunkan 
angka usulan Pemerintah menjadi Rp704,78 miliar. 

B. Saran 

Dukungan Pemerintah untuk memajukan angkutan 
kereta api terutama KRL dan KRD jarak dekat sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat. Mengalihkan 
pengguna kendaraan bermotor bukanlah pekerjaan 
yang sulit. Keselamatan dan kenyamanan menjadi 
faktor penting bagi pengguna kendaraan bermotor 
untuk beralih ke moda angkutan kereta api. Semakin 
banyak yang beralih ke angkutan kereta api, maka 
manfaat yang diperoleh juga semakin banyak. 

Faktor lain yang juga pen ting bagi pen um pang KRL 
adalah harga tiket yang murah. Oleh karena itu, 
pemberian subsidi menjadi keharusan agar 
masyarakat tetap menggunakan angkutan kereta 
api. Agar tidak melanggar UU 23 tahun 2007, maka 
KRL AC yang diberikan ekonomi ditambah 
nomenklatumya menjadi KRL AC Ekonomi. 

Cara lain agar Pemerintah tidak menyalahi regulasi 
adalah mengamandemen UU 23 tahun 2007 sesuai 
dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat. 
Pemberian subsidi tidak semata-mata untuk 
membantu masyarakat tidak mampu, tetapi 
mendorong pengguna kendaraan bermotor mau 
beralih ke angkutan kereta api. Untuk itu, 
penyediaan KRL yang ber-AC, ketepatan waktu, 
stasiun yang modem dan steril, dan penggunaan 
tiket elektronik merupakan kunci keberhasilan 
angkutan kereta api. Namun, perlu diingat akan 
dibutuhkan waktu yang panjang untuk 
mengaamandemen UU 23 tahun 2007 

Penetapan besaran TAC merupakan salah satu pokok 
komponen biaya operasi. Tidak adanya kejelasan 
Pemerintah untuk segera menetapkan besaran TAC 
kemungkinan besar perhitungan besaran PSO 
menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk 
itu, penetapan tarif TAC untuk sementara waktu 
dapat digunakan dengan menggunakan persentase 
dari ukuran tertentu. Ukuran tersebut antara lain 
sebesar 10 persen dari pendapatan usaha (angkutan 
penumpang dan angkutan barang) PT KAI. 
Selanjutnya penetapan TAC yang lebih transparan 
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dan akuntabel dapat diperbaharui dengan cara 
setiap KA/KRD/KRL beroperasi dikenakan biaya 
penggunaan prasarana perkeretaapian dengan ru­
piah per kilometer. 

Penetapan besaran TAC baik secara persentase 
maupun absolut akan menjadi penerimaan negara 
bukan pajak (PNBP). Formula TAC dapat mengikuti 
pola yang dilakukan oleh Inggris yaitu fixed charge 
ditambah variable charge. Fixed charge dibebankan 
sebesar 80 persen dari total biaya. Variable charge 
merupakan akumulasi dari biaya penggunaan 
prasarana, penggunaan traksi (listrik) dan kapasitas 
prasarana sebesar 20 persen dari total biaya. 
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Lampiran 1. 

Tabel 1. PSO KA Jarak Jauh 2013 

}\RAK '""'' HlEKWIN!il 
•~u••~~ P!D2013 

NO NAMAl<ERETAAPI REIASI DAW{ TRIP 
TARIF 

IIIBTAPKAN 
SR.ISIH JUMLAH 

(RM) PIR TAIIN l<EEI«Hl~ TARIF PEMM'AM; IF=0,9 
lrRnMM PEMIRNl'AH TAC'°,4328 

1 Lmiwi 1&11 PuJWJleto·'<>u- lenber 66' %.M 3'5 Mffi2.10 4> 500 24152.10 681 1Q85~6M,421.71 
2 Ke:t""'VA I &11 tra IBV aaasartLri -Taniu ru..,...; fir 72, 'h.M l>!> 70~ ... !D "'-'00 Al_'flQ,::i.J 79) 1~9881 n.tt>9.9J 
3 Branlasl&ll Ked ti ·Tanah<Dano 74 %.M l>5 72,(JJ3.37 45,500 ~.9'l3.37 68' 1195QHl 313.3J 
4 Kahutimnl &I I Ked ti .Padalarano 65 %.M 3'5 6l,239.14 38 000 25 239.14 472 Z84~3ffi,242.41 s Kutoiavautaral &Il KutCBii o-·ia.ratmarrn 4" 'h.M .f:>!> 43,'IO .% m,000 D.'l<l7.% 6t! a%Ul UJ,>48.24 
6 Benmwan I &ll cl cie Ires-Tamm te no 57' %.M 3'5 ~ 567.\6 37,000 18,567.\6 681 83H213,M4.97 
7 Prem I& ll Lemnwanim.P= rseien 51 %.M 3'5 49 '576:Zl :E 000 14 '576.27 69 655u4CB,004.9J 
8 P,.;urrlan I& ll Ki ara:o rd mg-Surabaya g.itBlg 69 %.M .f:>o tb,110.18 :tl,OW ;B,110.18 on 1Q~l8393,430.'lb 
9 Sri Thrirn•I &ll Lenmw anmn .lJa wUNanoi 61< %.M 3'5 9J,336.91 :E 000 24,336.91 57! Q241842 ffi3.72 

10 GBMSelaianl &II ira tavaoub~ J akarta i<Jla 82 %.M 3'5 "l} gzi.21 33,500 46421.21 69 2Q861133,471.93 
11 Maannaa I& ll Ma Ian~ ill sarseien 881 %.M 3'5 ffi,139.76 51,000 34,139.76 681 1534 l 99J,'577. 77 

JIMIAH 122.Sffi, 983,Zl 4.51 

Tabel 2. PSO KA Jarak Sedang 2013 
}'IW TARIF FRIK\\EJ\151 TARF TARIFYANG 

5ELISIH Jlll!IAH P!D20D 
NO N AMA l<ERETAAPI RELA!il 

(KM) IWlAR TRIP PERTAHUN I<EEKD NOMI AN DITErAPKAN 
TARIF PENUMPAM; LIC0,9 

lrRnlKMl PEMERrllTAH TAC=0,43Z8 
1 a\'\B.m;~,a l &II Serna 1a n:r m nca -Pasa rsenen 43 14463 36!> 6320499 3 »00 29,N4.9J E64 13 349 ~<>90499 
2 >trdYU Llllll &IV ftov;i .J :::ikartakcta 42 14463 360 6 i03>48 2 000 36 CBo.'E 472 22 . .»9 49,57211 
3 Kut"~~ Sf'I <tan I& ll Kltmrin-Kiara:ornol"I! 31 14463 36!> 4613820 1 00 26 6l8.'1J 472 8.ihl ,611677.14 
4 Tewl Arunl &II Tuwl ~ akartai<Jta 23 14463 365 4281162 1 000 27 811.62 Ell 12 498 JJ794480 
<; •m •. ,,.,., 

~ 1A • <' "'°' 1 .; nn 'Jf..41"-rH OJ ; JO 7JO ITT L41 7,;4 
6 "''~-0 I.II. n W:arT.:11"Dti-'T'-: .. _...1.~-~ .., ''° <k• S611n1 1 "'"" 41117'R 41 1? ?<;O ITT<;<;q L7 < 
7 R,.--'"-- .IR. 11 ""~m .. h. 

'" 
,, M (<0 >« ,4,.,-,q, 1 o;onn 7Q ... ,-,,.; 'ti Q ITT 'l •U';{ '21h4 

8 Pulii lJelil-VI ~cbn-Taniururr:i.lai 17 14463 36!> 2~16629 1'\0UO 11166.23 lS6 8,lbo,JJ~Oo 104 
9 ISiantarEl\<ipress I& ll M>ctmSanlar 12 14463 360 1865777 12000 b,to7.77 212 ,.,,7,~u34792 

JllllLAH 97,484,6Z7,232.04 

Tabel 3. PSO KA Jarak Dekat 2013 
JARAK 

,,...,. 
FREKWENSI TARIF 

TAKO- •nnu 
SEUSIH IUMLAH 

PS02013 
NO NAMAKBlEJ'A API REIASI 

(KM) 
DASAR TRIP 

PERTAHUN KEfJ<ONOMIAN 
DITETAPKAN 

TARF PENUMPANG LF.0,9 
llRn/KM PIMERINTAH TAC=0,4328 

I '"'" " aka rta kn ta -Me rak 152 161.11~ ~ 4 .:'.ll.11.:w ' 1 ,.,4 ru6 1:,.::'-l,l,j,jl'J/.":H 

2 BANTEN EKSPRES Tan ah ab an 2- Merak 141 161.19 1 365 22 728.40 5 000 1772&40 636 3 703 923 225.68 
j U:PA PU A a1<ar1a1mta-Pu rwa1<arta '" lfil. l Y ,,,, l"' ,,., .Zl 1...,, .. 4. "' 

, 1 4u1 .~ 

4 Nm" nKA a10 rta imta...wa sritun" "' ltil.1-,i ..,, lJ;,,j / ';t , 1,j 1 9.1,j ., :,bN i4-< ,4 1.'11 

<; ,.. , .~,, ••hO...h ... ' <• '0 ""'' 7 no? " "" 'u" . , <;.<;.7 Ulll'. -~711 4J..I 

6 E KONOM I lOKAL RanW asbitu ra ..Paru n 1m an ·an11 39 161.19 I 365 6 286 .58 1 500 4 78658 424 666 693 743.74 
7 EKONOMI l.OKAL P asa rs en en-Ra TE kas !:it u TE ff/ 161.19 8 365 14 023.90 2 000 1 02190 636 20 096 850 995.33 
8 Eks KRD Kara wan o~ akarta kc.ta 64 161.19 1 365 10 316.44 2 500 781644 636 1 633 056 676 .90 
9 Eks KRD P urw ak art a - P asa rs en en 'JI 161.19 2 365 15 635.85 3 000 1 63&85 684 5 678 398 500."4 
I 0 Eks KRD akartakota - A.Jrwakarta 104 161.19 2 365 16 764.21 3 000 q764.21 684 6185470021.63 
II EKONOM I LOKAL Cibatu. Pi.rwakarta 129 161.19 I 365 20 794 .07 3 500 17294.07 472 2 681 479 523 .76 
I z ·~KRD ica enP"ka-l<iata loornn"' ,, 1111.lY 1 ,,,, : <.Jl.f.. .£ / 1nm 10" 4'4 4 
I =- 1--.JCRD ica enmca-'-'aaaiaran2 ,, lbl.l 'J " 

..,, v, I U.lb 1 ...., .. rulo " 11 ' <t"t.'to ' .xs.33 
14 '" o ·oneeoro-S emara rom ncol 1r. lf:Jl.1 y J<» . .IH ... ~ .:.t-J 0 ,,.. " ' l'" 1 4 hll,I 4jlJ , ... ~.'IQ-

15 E KONOM I l.OKAL Kedunnl:Erten"-Solo ebres 38 161.19 2 365 6 125.38 2 000 412&38 154 417 398 000.84 
16 ffiNATARAN lll& Ill Su rabav ak oca- Mala nl!·Bl itar 170 161.19 8 365 71 403 .03 5 500 2 90l03 318 18 304 452 067.10 
17 DHOHOI& U Bli tar-Ke rtoson~Su rabav akoca 100 161.19 8 365 29 014 .98 5 500 2 514.98 318 19 651 559 365.17 
I 8 TUMAffiL Malan11-Surabava 96 161.19 2 36 5 15 474 .ffi 4 000 1 474.65 366 2759218196.92 
19 E!<SKRD Sbv P.>.Turi-BnionPMrO 105 161.19 2 36 5 16 925 .40 3 000 1 92>40 318 2 909 378 657.42 
20 Eks KRD Su rabav akota- Kertoso no ff/ 161.19 2 365 14 023 .90 2 000 1 02190 5.30 4 195 843 955.48 
71 'KRO u rah av an asa rtu ri- Rah at " lnl.1 'l ~' II .41 1, 41 1 I .16 
zz a ibaru-Hanvl.M'ani!i '· .f:Jl.1 ..,, 'j 1HH lH "" '""~" '1 '"' ,,, " .11i 

' nA NW11"1r anvnwanoi emtv>r lfil. q .E, ·'" ...... >.U>> 0 " b 

24 Probcmani!i Probol inl!OO-Banvuwa rE i 200 161.19 2 365 33 528 .42 18 000 1 52842 212 2162859966.62 
25 Sibinuan £ Paria man -Pa W ~ 5.3 161.19 4 365 8 ,543 .:ll 2,500 &04l30 260 2 ,064 ,632 ,4 79.14 

JUMLAH 141; 672,101,51M.90 

Tabel 4. PSO .KRD 2013 
}\RAK TARIF HlEKWIN!il TARIF 

TARIFYAM; 
SR.ISIH JUMLAH 

P!D2013 
NO NAMA I<ERETAAPI RELA!il 

(RM) 
DAW{ TRIP 

PIR TAllJN I<EEI«Hl~ 
IIIBTAPKAN TARIF PEMM'AM; IF=0,9 

lrRnMM PEMIRNl'AH TAC~,4328 

1 KRD Sur~n~r.i.PcrorE 34 lfiJ.7'! 1 .f:>o o,llL'h IHI j,lf l.~ ""' ~20~901427.M 

2 KRD Surab=-5idlllrio 2 lffi."lJ lS5 4 244.82 2 000 2 244.82 552 8Hl 16 R!2.00 
3 KRD Sur.bara-Lamormn 4 lffi."lJ 3'5 6%1.51 2 000 4%1.51 552 :cl59tl722 ffi7.!E 
4 KRDI KA.Ill UNG Brffies-Tuml -Se marana- KlllXJI 16! lfil."lJ l>o L/,166.tl/ " 00 12,ll>6.tll 276 420Q243 3J4.% 

5 KRDI SEM NUNG Kolabuni-Tanium Karan• 8 lffi."lJ ' 3)5 14 g)0.32 7 500 7 000.32 276 253876l 378.0I 
6 KRDI SERUNI Ke:tapatH nctal aya 2 lffi."lJ 3'5 4,414.62 2,500 1,914.62 276 6H362,S74.11 

~MIAH 18,06Z,110,:65.13 

Tabel 5. KA Lebaran 2013 
J.'IW 

TARF FREK\\£N!il TARF TARFYANG SB.ISJH ~M.AH 
P!D20l3 

NO NAM\KIRETAAPI RR.A!il 
(KM) IWlM TRIP 

ff:RTAllJN KEEKDNll'ollAN lll'IETAPKAN TARIF PIMJM'ANG IF=Q9 
I fRnlllMl PEMIRINTAH TAC'°,43Z8 

1 Pasmctm 5'ca tav agu tBlg- Kiaraco rnrng 691 8109 2 14 5603'.16 ll,000 18,CB616 684 31(\8tt>,f69.24 

2 Kenai ava Pasa rsere n-Su-a tnv :.lm sarbJ ri TB 8109 2 14 59.117.74 43 gio 1561774 8% 3546lS,13 158 
3 Tu\o\011ni"''"" Pasars~ n-SemaranE!Dm cd. 437 8109 2 14 h438.21 -''->U0 l . ~u,l 8% 4 76l 18120 

4 Mllarrn:.lia Mi Ian o- Pasa rsenen 881 8109 2 14 71444.00 51 000 al 44408 8% 461610 ff7286 
5 Mirtab Midun-TanalB ten" 710 8109 2 14 57.576.\6 41 000 16 '57695 7<:1l 33U013 '!37.77 

6 KIItjay.i Utara Kltmrjo-Tananamrg 4~ 8109 2 14 3Q4,,,.43 ;B,000 8,492A3 8% 19175l,357.76 

7 Kcmmitas Stra tav am sartu ri- Th mhabang 742 8109 2 14 6Ql 71.97 43,g)Q 16,67197 8% 37Q439,70813 

JJMLAH 2,067,101 ffi8.$ 

238 Volume 25, Nomor 4, April 2013 



Tabel 6. PSO KRL 2013 
NAMA 

NO 
KA 

RELA!i 

1 KRL iakarta-Booor 
2 KRL tlkarta-Boe:or 
3 KRL Manmarai-Boe:cr 
4 KRL Manwarai-Bo•cr 
5 KRL 1akarta-D<nnk 
6 KRL lakarta-Dwok 
7 KRL Bo•cr-Taiah;t>an• 
8 KRL Bo2cr -Taiah<ban2 
9 KRL De r11<-Tatan:;;w ane: 

10 KRL lakart<i<ota-Psai;men-Bekasi 
11 KRL lakart<i<ota- Psai; 01en-Bekasi 
12 KRL Bel<lsi · ManjEa rai-)llanda 1 akartaKota 
13 KRL Beklsi -Mam'l'arai-Juanda ~ akatakota 
14 KRL Manawrai-BeKasi 
15 KRL lakarta-Ko. Bardan-Tan<ilabai2-Bekasi 
16 KRL Tan<il Abaio-Sernono 
17 KRL Tan<il Aoaig-Serpong 
18 KRL Tan<ilabaie-Maneearai 
19 KRL Tanctiabaie:-Manwarai 
20 KRL lakart<i<ota-Tanga-an• 
21 KRL lakartficota-Tane:e-ane: 
22 KRL Depok-A n2<e 
23 KRL Beklsi-PsrSen01-Ko lla!dan 
24 KRL Kn Baidan-Tnh Aban1>Bekasi 
25 KRL lakart<i<ota-TnhAbaio-Beklsi 
26 KRL Boger - An2Ke 
27 KRL Ma neearai- Ko. Bandai 
28 KRL Boocr-Oend< 
29 KRL Bogcr-Oeod< 

Lampiran Simulasi 2 

PSO KRL AC 2013 

NO 
NAMA 

KA 
RELA!i 

1 KRL Jakata·Bojpr 
2 KRL Jakata·llojpr 
3 KRL Marggarai-Bcgor 
4 KRL Marggarai-Bcgor 
5 KRL Jakata-Depd< 
6 KRL JaKata-DepOk 
7 KRL Bojpr· Tan;t>abang 
8 KRL Bojpr· Ta n<tia bang 
9 KRL De pd< -Ta n;:na oang 

10 KRL Ja Kata Kcta- PS<r Sffien- Bekasi 
11 KRL Jakarta kcta -PS<r S6len-ll€kasi 
12 KRL I ll€kasi-M ang!>'ra i-juanda j akartaklta 
13 KRL 1 tleCasi -M aig!>'rai-juaidajakartal4Jta 
14 KRL Marggarai-B eKasi 
15 KRL Jakarta-Kp. Bandan-Tan"1abang-Bel<lsi 
16 KRL T<11ah Abang-Serpong 
17 KRL T<nah Abang-Serpong 
18 KRL T<11a nanang-M<ng!>'rai 
19 KRL T<11an;nang-M <11g!>!rai 
20 KRL JaKartaKcta -T<11g..- <11g 
21 KRL Jakartakcta-T<11g..- aig 
22 KRL Deod<-Anoke 
23 KRL Be<asi.PsrSruen-Ko Bancbn 
24 KRL Ko Band"1·TnhAban2-BEl<asi 
25 KRL lakartakcta-Tnh Abam-Beklsi 
26 KRL Bowr · A n9ce 
27 KRL Mamoa-ai - Kn. Band"' 
28 KRL Bomr-Dmok 
29 KRL Bojpr· D11>ok 
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JARAK 
TARIF 
D~AR 

(KM) 
f!G/KMI 

$ 78.30 
$ 78.30 
'6 78.30 
'6 78.30 
33 78.30 
33 78.30 
51 78.30 
51 78.30 
2:1 78.30 
7J 78.30 
7J 78.30 
7J 78.30 
7J 78.30 
18 78.30 
34 78.30 
;!! 78.30 
;!! 78.30 
6 78.30 
6 78.30 

a; 78.30 
a; 78.30 
34 78.30 
a; 78.30 
33 78.30 
34 78.30 
~ 78.30 
15 78.30 
22 78.30 
22 78.30 

JARA~ TRIP 
(KM) 

5~ 'fl 

5~ -0 
4~ 4 
4 10 
3, 6 
3, 3 
5 4 
5 5 
2~ 1 
2 16 
2 Al 
2 2 
21 1 
1t 1 
34 1 
24 14 
24 14 

t 2 
I 2 

21 10 
21 10 

3 1 
21 2 
3 2 
3 1 
5 1 
1 1 
2 2 
2 4 

FREKWEN!i TARIF TARIFYANG SELISIH JUM.AH I TRP DITETAPK\N PSOPERAELA!i 
PERTAHUll Km<ON>lllAN 

l't:MEllNTAH 
TARF PEl'llMPANG 

47 181 4306.25 2000 2 306.25 n:i 14125862269.31 
43 184 4306.25 2000 2 306.25 7'!) 13 137 865 554.81 I 

4 181 3 523.29 2000 1523.29 7'!) 794 062 672.52 
10 184 3 523.29 2000 1523.29 7Al 2 018 059 830.72 

6 181 2 583.75 1500 1 083.75 7Al 847 404939.78 
3 184 2 583.75 1500 1083.75 7Al 430 725162.76 
4 181 3 993.07 2000 1993.07 7Al 1038945 695.53 I 
5 184 3 993.07 2000 1993.07 7Al 1 320 207 237.41 I 
1 184 2 270.57 1500 770.57 7Al 102 084,744.65 

16 181 2113.98 1500 613.98 7Al 1280 214,414.06 I 
20 184 2113.98 1500 613.98 7Al 1626 791 796.87 I 

2 181 2,113.98 1,500 613.98 7Al 160,026,801.76 

1 184 2113.98 1500 613.98 7Al 81 339 589.84 
1 181 1409.32 1500 190.68 7Al 111817 732.75 1 
1 184 2 662.04 1500 1162.04 7Al 153 947 631.65 I 

14 181 1879.09 1500 379.09 7Al 691 642 322.05 
14 184 1,879.09 1,500 379.09 7Al 703,106,006.94 I 

2 181 469.77 1,000 [530.23 7Al [138198 488.5011 
2 184 469.77 1000 1530.23 7Al 1140 489 071.181 

10 181 2 035.68 1000 1035.68 7Al 1 349699 415.87 I 
10 184 2 035.68 1000 1 035.68 7Al 1372070124.42 I 

1 181 2,662.04 1,500 1,162.04 7Al 151,437,615.92 I 

2 181 2 035.68 1500 535.68 7Al 139619883.17 ' 
2 181 2 583.75 1500 1 083.75 7Al 282 468 313.26 I 
1 181 2 662.04 1500 1162.04 7Al 151437 615.92 I 
1 181 4384.54 2000 2 384.54 7Al 310 753 720.34 
1 181 1174.43 1000 174.43 7Al 22 731889.38 
2 181 1722.50 1500 222.50 7Al 5 7 992 208.84 I 
4 184 1,722.50 1,500 222.50 7Al 111,906,811.34 I 

JUllLAH 42,l 771Hfl ,976. 69 

FREKWEl\fil TARIF 
TARIFYAl'li 

SELISIH JU119.AH 
DITETAPKAN PSO PER RELASI 

PER TAlllN KEEKCl'IOMIAN TARIF PEMJMPANG 
PEMERINTAH 

181 7,000.00 2,000 5,000.00 720 30,625,200,000 00 
184 7,000.00 2,000 5,000.00 720 28,483,200,000 00 
181 6,000.00 2,000 4,000.00 720 2,085,120,000 00 
184 6,000.00 2,000 4,000.00 720 5,299,200,000 00 
181 6,000.00 1,500 4,500.00 720 3,518,640,000 00 
184 6,000.00 1,500 4,500.00 720 1,788,480,000 00 
181 7,000.00 2,000 !>,000.00 720 2,606,400,000 00 
184 7,000.00 2,000 5,000.00 720 3,312,000,000 00 
184 6,000.00 1,500 4,500.00 720 596,160,000 00 
181 6,000.00 1,500 4,500.00 720 9,383,040,000 00 
184 6,000.00 1,500 4,500.00 720 11,923,200,000 00 
181 6,000.00 1,500 4,500.00 720 1,172,880,000 00 
184 6,000.00 1,500 4,500.00 720 596,160,000 00 
181 6,000.00 1,500 4,500.00 720 586,440,000 00 
184 6,000.00 1,500 4,500.00 720 596,160,000 00 
181 6,000.00 1,500 4,500.00 720 8,210,160,000 00 
184 6,000.00 1,500 4,500.00 720 8,346,240,000 00 
181 6,000.00 1,000 5,000.00 720 1,303,200,000 00 
184 6,000.00 1,000 5,000.00 72 0 1,324,800,000 00 
181 6,000.00 1,000 5,000.00 720 6,516,000,000 00 
184 6,000.00 1,000 5,000.00 720 6,624,000,000 00 
181 6 000.00 1 500 4 500.00 720 586 440 000 00 
181 6000.00 1500 4 500.00 720 1172 880 000 00 
181 6 000.00 1500 4 500.00 720 1 172 880 000 00 
181 6 000.00 1500 4 500.00 720 586 440 000 00 
181 7 000.00 2 000 5 000.00 720 651 600 000 00 
181 6 000.00 1000 5 000.00 720 651 600 000 00 
181 6 000.00 1500 4 500.00 720 1172 880 000 00 
184 6,000.00 1,500 4,500.00 720 2,384,640,000 00 

JUll9.All 143,1,76 ,04Q,O119:00 
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